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Perihal : Permohonan Insentif Bagi Anggota Komite Mutu

Yth. Direktur

Rumah Sakit Mata Undaan

Surabaya

Dengan hormat,
Sehuhiungan dengan upaya peninalkatan muti dan keselamatan pasien yang telah dilakukan oleh Komite
Mutu Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya sejak November 2021 berdasarkan Keputusan Direktur RS
Mata Undaan nomor 1287/KEP/DIR/RSMU/XI/2021 tentang Komite Mutu Rumah Sakit Mata Undaan
Surabaya, bersama ini kami lampirkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 80 tahun 2020 tentang
Komite Mutu Rumah Sakit sebagaimana terlampir. Bahwasanya pada BAB |V Pasal 16 tertulis:
(1) Pendanaan Komite Mutu bersumber dari anggaran Rumah Sakit.
(2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pelaksanaan tugas dan
fungsi serta insentif anggota Komite Mutu.
(3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kemampuan keuangan Rumah
Sakit.
Berdasarkan pernyataan tersebut di atas, kami mengusulkan adanya insentif bagi anggota Komite Mutu
sehingga dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan lebih baik lagi dan sesuai dengan
regulasi yang telah ditetapkan.
Demikian surat permohonan ini kami buat, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Ketua Komite Mutu

dr. Dew Rosarina, Sp.M

Undaan Kulon 19 f Rumah Sakit Mata
Surabaya 60274, Indonesia Undaan Surabaya
T +62315343 806, 5319619 ® rs.mataundaan

F 462315317503
E info@rsmataundaan.co.id rsmataundaan.co.id



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR &0 TAHUN 2020
TENTANG
KOMITE MUTU RUMAH SAKIT

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa rumah sakit berkewajiban untuk meningkatkan
mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah
sakit melalui penyelenggaraan tata kelola mutu rumah
sakit yang baik;

b. bahwa untuk penyelenggaraan fungsi tertentu di rumah
sakit dapat dibentuk komite sesuai dengan kebutuhan
dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan
keselamatan pasien;

c. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan
rumah sakit atas penyelenggaraan tata kelola mutu
rumah sakit yang baik, perlu dibentuk suatu unit
organisasi di internal rumah sakit yang berfungsi
mengoordinasikan penerapan mutu dari setiap tata kelola
pelayanan vang dilakukan oleh unit organisasi lainnyva di
rumah sakit;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu
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Mutu Rumah Sakit;



Mengingat

10.

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nemeoer S063);
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik
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Peraturan Presiden Nomor 35 tahun 2015 tentang
Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
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Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2015);
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017

tantann Wocaloamatan Dacien [Rerita Namaro Reariihilils
............................ (Berita Negara Republilz
Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020

tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Namnr 114K).
ANOINCT L 2450),



Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KOMITE
MUTU RUMAH SAKIT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

- ~ 4 A

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.
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Komite Mutu Rumah Sakit yang selanjutnya disebut
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al 1
Komite Mutu adalah unsur ergonisasi non struktural ya

hdh\ d Ladab L -’ “ng
membantu kepala atau direktur rumah sakit dalam
mengelola dan memandu program peningkatan mutu dan

keselamatan pasien, serta mempertahankan standar

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang
menyelenggarakan pelayanan Kkesehatan perorangan

secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat

Kepala atau Direktur Rumah Sakit adalah pimpinan
tertinggi di Rumah Sakit yang bertugas memimpin
penyelenggaraan Rumah Sakit.

Menteri adalah menteri yrvano menvealenconralzan urusan
\aentie 1 yang Y FALALS 84

pemerintahan di bidang kesehatan.
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Tata kelola mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan untuk meningkatkan mutu Rumah Sakit dan

mempertahankan standar pelayanan Rumah Salit,

Pasal 3
Penyelenggaraan tata kelola mutu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 dapat dilakukan melalui pembentukan
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sumber daya, dan beban kerja Rumah Sakit.
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Dalam hal Rumah Sakit belum mampu membentuk
Komite Mutu, penyelenggaraan tata kelola mutu Rumah

Sakit dapat dilaksanakan oleh tim penyelenggara mutu.

BAB II

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Umum

asal 4

Komite Mutu dibentuk oleh Kepala atau Direktur Rumah
Sakit dan ditetapkan dengan surat keputusan.

Komite Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada
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Direktur Rumah Sakit.

~ ;O"'ﬁ"\ "ﬂ"\ﬂf") Vﬁ"\ﬂl') atair
ADy JWATT ML AR pUiAtAM AaLprladcs MALlate

Bagian Kedua
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Pasal 5
Susunan organisasi Komite Mutu paling sedikit terdiri
atas:
a.  lLetua-

A ey

b. sekretaris; dan
c. anggota.

Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
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Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak
boleh merangkap sebagai pejabat struktural di Rumah
Sakit.
Ketua selzretaris, dan angoota Komite Mut
dimaksud pada ayat (1) dipilih dan diangkat oleh Kepala
atau Direktur Rumah Sakit.



(1)

(2)

(1)

(N
=

(3)

~o

(N
=

Pasal 6
Keanggotaan Komite Mutu paling sedikit terdiri atas:
a. tenaga medis;
b. tenaga keperawatan;
c. tenaga kesehatan lain; dan
d. tenaga non kesehatan.
Jumlah personil keanggotaan Komite Mutu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan

dan ketersediaan sumber daya manusia Rumah Sakit.

Pasal 7
Keanggotaan Komite Mutu diangkat dan diberhentikan
oleh Kepala atau Direktur Rumah Sakit.
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi

persyaratan:

a. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
h eohat inemnni dan v
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c. memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman bekerja
dalam penyelenggaraan mutu Rumah Sakit;
d. bersedia bekerja sebagai anggota Komite Mutu; dan

o

mamililzi Iramitmoen tarhaodan neninalratan itk
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keselamatan pasien, dan manajemen risiko di Rumah
Sakit.
Masa kerja keanggotaan Komite Mutu berlaku untuk

innalro walrtiy Q (Hiva) tahrin Aon Aanot Ainnalr-or lramhali
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setelah memenuhi persyaratan.

Pasal 8
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memberhentikan anggota Komite Mutu sebelum habis
masa kerjanya yang disertai dengan alasan
pemberhentian.

Alnonn memherhantinn cohamnimaonn dimalrarrd mada avat
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(1) meliputi:
a. tidak melaksanakan tugas dengan baik;

b. melanggar etika;
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c. terlibat dalam tindakan yang merugikan Rumah
Sakit; dan/atau

d. dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan
berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap.
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dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh
Kepala atau Direktur Rumah Sakit kepada ketua
dan/atau anggota yang diberhentikan.

Pasal 9
Dalam rangka efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan
tata kelola mutu Rumah Sakit, komite lainnya yang

mnlo]raoﬂo]}oﬂ F“ﬂﬂ“' ahr_nnmnr\ "IO‘1’O‘\ AQ"\ lrnon'omofoﬂ
Adsacaaa ACALLCLLL LVtAAp UL ssataratajVALAC AL 4

pasien dapat diintegrasikan dengan Komite Mutu.
Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan membentuk subkomite.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

ncal 10
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Komite Mutu bertugas membantu Kepala atau Direktur
Rumah Sakit dalam pelaksanaan dan evaluasi

peningkatan mutu, keselamatan pasien, dan manajemen

risilza di Rumah Qalzit

—anane

Dalam melaksanakan tugas pelaksanaan dan evaluasi
peningkatan mutu, Komite Mutu memiliki fungsi:

a. penyusunan kebijakan, pedoman dan program kerja
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pelayanan Rumah Sakit;
b. pemberian masukan dan pertimbangan kepada
Kepala atau Direktur Rumah Sakit terkait perbaikan

1t fn-\rv]’of' D\imn’h Qrﬂrﬂ-
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c. pemilihan prioritas perbaikan tingkat Rumah Sakit
dan pengukuran indikator tingkat Rumah Sakit serta

menindaklanjuti hasil capaian indikator tersebut;
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pemantauan dan memandu penerapan program
mutu di unit kerja;

pemantauan dan memandu unit kerja dalam memilih
prioritas perbaikan, pengukuran mutu/indikator
mutu, dan menindaklanjuti hasil capaian indikator
mutu;

fasilitasi penyusunan profil indikator mutu dan
instrumen untuk pengumpulan data;

fasilitasi pengumpulan data, analisis capaian,
validasi dan pelaporan data dari seluruh unit kerja;
pengumpulan data, analisis capaian, validasi, dan
pelaporan data indikator prioritas Rumah Sakit dan
indikator mutu nasional Rumah Sakit;

koordinasi dan komunikasi dengan komite medis dan
komite lainnya, satuan pemeriksaan internal, dan
unit kerja lainnya yang terkait, serta staf;
pelaksanaan dulmangan untul imnlementasi budava
mutu di Rumah Sakit;

pengkajian standar mutu pelayanan di Rumah Sakit
terhadap pelayanan, pendidikan, dan penelitian;

nanwvalancanrann nalatihan naninalratan mithye Ann
ponyciCngess Pel r Al muty; oan

penyusunan laporan pelakasanaan program

peningkatan mutu.

penyusunan kebijakan, pedoman, dan program kerja
terkait keselamatan pasien Rumah Sakit;

pemberian masukan dan pertimbangan kepada

tarr Niralrtrir Prirmabh Qalrit dAoalam ronalra
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pengambilan kebijakan keselamatan pasien;
pemantauan dan memandu penerapan keselamatan
pasien di unit kerja;
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penilaian tentang penerapan program keselamatan
pasien;
pencatatan, analisis, dan pelaporan insiden,

tarrmacoil
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pemberian solusi untuk meningkatkan keselamatan
pasien;

pelaporan insiden secara kontinu sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
melaksanakan pelatihan keselamatan pasien; dan
enyusunan  laperan  pelakasanaen  program

keselamatan pasien.

Dalam melaksanakan tugas pelaksanaan dan evaluasi

manajemen risiko, Komite Mutu memiliki fungsi:

a.

R

penyusunan kebijakan, pedoman dan pregram kerja
terkait manajemen risiko Rumah Sakit;

pemberian masukan dan pertimbangan kepada
Kepala atau Direktur Rumah Sakit terkait
managjemen risike di Rumah Sakit;

pemantauan dan memandu penerapan manajemen
risiko di unit kerja;

pemberian usulan atas profil risiko dan rencana
penanganannya;

pelaksanaan dan pelaporan rencana penanganan
risiko sesuai lingkup tugasnya;

pemberian usulan rencana kontingensi apabila
kondisi yang tidak normal terjadi;

pelaksanaan penanganan risiko tinggi;

pelaksanaan pelatihan manajemen risiko; dan
penyusunan laporan pelaksanaan program

mansjemen risike.

Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) sampai dengan ayat (4), Komite Mutu juga

melaksanakan fungsi persiapan dan penyelenggaraan
ekreditasi Rumah Sakit,

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10, Komite Mutu dapat dibantu

oleh tim yang bersifat ad hoc yang terdiri atas komite atau

unit kerja lain, dan pakar/ahli yang terkait.
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Tim yang bersifat ad hoc sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan oleh Kepala atau Direktur Rumah
Sakit berdasarkan usulan ketua Komite Mutu.

Pasal 12

Hasil pelaksanaan tugas dan fung

[4

sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 dilaporkan secara tertulis
kepada Kepala atau Direktur Rumah Sakit disertai
rekomendasi, paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan atau
sewaktu-wakit bila diperlukan,
Kepala atau Direktur Rumah Sakit sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil kegiatan
penyelenggaraan mutu kepada pemilik Rumah Sakit, atau

dewan pengawas Bumah Qalnt kagi RPumah Salrit milily
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pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Pemilik atau dewan pengawas Rumah Sakit sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) memberikan umpan balik berupa

rolrzamandnci ranadn Wannla atary NDiralrivir Draivmah Qals
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untuk ditindaklanjuti.

Pasal 13

Nnlom ranalra moninalratlran Irineria melalrecannan Hirvne
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dan fungsi Komite Mutu, dapat dilakukan upaya
peningkatan kapasitas keanggotaan Komite Mutu.
Upaya peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud

nada avat (1) dilalreanalran maelalnii nalotihan  aleh
raca ayatl (1, ad 1l peia olen

pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau Rumah Sakit
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

BAB III
PENYELENGGARAAN

Pagal 14

Kepala atau Direktur Rumah Sakit menetapkan kebijakan,
prosedur, dan sumber daya yang diperlukan untuk
menjalankan tugas dan fungsi Komite Mutu.
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Pasal 15
Komite Mutu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya,
dapat berkoordinasi dengan unsur komite medis, komite
keperawatan, komite pencegahan dan pengendalian
infeksi, komite etik dan hukum, dan unsur organisasi
aton unit kzeria terkzoit loinnwa,
Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui tata hubungan kerja penyelenggaraan
mutu di Rumah Sakit yang ditetapkan oleh Kepala atau
Direltur Rumah Sglzit,
Tata hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) meliputi:
a. tata hubungan kerja dalam penerapan peningkatan
muty Rumah Salzit,
b. tata hubungan kerja dalam penerapan keselamatan
pasien; dan
c. tata hubungan kerja dalam penerapan manajemen

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 16

Pedanaan Komite Mutu bersumber dari anggaran Rumah
Sakit.

Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
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insentif anggota Komite Mutu.

Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai

dengan kemampuan keuangan Rumah Sakit.

BABV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17
Pembinaan dan pengawasan penyelengaraan Komite
Mutu dilakukan oleh Menteri, kepala dinas kesehatan
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daerah provinsi, dan kepala dinas kesehatan daerah
kabupaten/kota sesuai dengan tugas, fungsi, dan
kewenangan masing-masing.

(2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri, kepala

Airnne lraa
asdavars anws

ahatan Aaarah wramrinei
Sea Q ol

Ann rananaln Aivmac
- ilasa AL LD psA v aaa Mlasa Al prianta a ~

e aAana

kesehatan daerah kabupaten/kota dapat melibatkan
perhimpunan, organisasi profesi, dan/atau asosiasi
Rumah Sakit.

Damhinnann dn
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ayat (1) dilaksanakan melalui:

a. advokasi, sosialisasi, supervisi, konsultasi, dan

-
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. .
pengawasan sebagaimana dimaksud pada

bimbingan teknis;
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dan/atau
c. monitoring dan evaluasi.
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KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18
Rumeah Sakit yang telah menyelenaoaralzan Komite Mut
Rumah Sakit sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan,
harus mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling

lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pacsl 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar  setiap  orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 November 2020

MENTERI KESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
TERAWAN AGUS PUTRANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 November 2020

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1389

Salinan sesuai dengan aslinya
_-Kepala Biro Hukum dan Organisasi

i AL R .
AAckretariet Jenderal Kementerian Kesehatan,

_ Suniddyo, SH, MKM, M.Hum
‘ ']\HF’ 196504081988031002



